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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. Pada Pasal 70
ayat (3) kata-kata “lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan

tugas penyelenggaraan pemerintah daerah” itu telah dihilangkan dan diganti dengan

“keharusan menjalani cuti di luar tanggungan negara” dengan lama waktu 40 hingga
60 hari. Hal itu menyebabkan pro dan kontra atas perubahan tersebut, terutama kepada
calon kepala daerah yang kembali mencalonkan diri pada daerah yang sama, sehingga

pasal tersebut digugat oleh salah satu kepala daerah yang akan mencalonkan diri
kembali pada periode selanjutnya pada daerah yang sama karena merasa dengan pasal
pada undang-undang tersebut telah melanggar hak konstitusionalnya yang mana kepala
daerah tidak dapat menjalankan tugas jabatanya selama lima tahun penuh sesuai
dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Atas dasar pengaturan cuti menurut UU No. 10 Tahun 2016 maka penelitian

ini dilakukan dengan mengemukakan. 1) Bagaimana kewajiban cuti bagi Kepala

Daerah yang kembali mencalonkan diri pada daerah yang sama berdasarkan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ?. 2)
Bagaimana politik hukum yang ideal terhadap kewajiban cuti bagi Kepala Daerah yang
kembali mencalonkan diri pada daerah yang sama ?. Berdasarkan permasalahan
tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah normatif yaitu

penelitian yang menggunakan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber data

utama di tambah dengan teori-teori oleh ahli hukum yang berkaitan dengan kewajiban
cuti bagi kepala daerah yang kembali mencalonkan diri pada daerah yang sama.
Melihat UU No. 10 Tahun 2016, maka cuti dalam masa kampanye bukanlah hak yang

diberikan kepada calon petahana melainkan justru adalah suatu kewajiban. Bahwa

salah satu tahapan pemilihan kepala daerah yang tidak dapat tidak harus ada adalah
pelaksanaan kampanye. Kampanye sendiri merupakan salah satu bentuk pendidikan

politik kepada rakyat berdasarkan Pasal 63 UU No. 11 Tahun 2016. Artinya, jika ada

calon kepala daerah yang tidak mengikuti kampanye, sama saja dengan tidak
berpartisipasi dalam pendidikan politik bagi rakyat.



